
 
 

 

 

 

 

PEMERINTAH ACEH 

QANUN KABUPATEN SIMEULUE 

NOMOR 2 TAHUN 2017 
 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 30 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI SIMEULUE, 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan telah dibatalkan penjelasan Pasal 124 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah oleh Mahkamah Konstitusi 

maka perlu dilakukan Perubahan atas Qanun Kabupaten 

Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten 

Simeulue tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten 

Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

 

 

3. Undang-Undang.... 

 

 



 
 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  

(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 

33, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 3817); 

 4. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa 

Konstruksi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2007  Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3833); 

 5. Undang-Undang Nomor 36  Tahun  1999  tentang 

Telekomunikasi  (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 

Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897); 

 7. Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2002 tentang  

Bangunan   Gedung  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2002 Nomor 53); 

 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

12. Undang-Undang.... 



 
 

 12. Undang-Undang   Nomor  25  Tahun  2007  tentang 

Penanaman  Modal  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2007 Nomor 67); 

 13. Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68); 

 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258); 

 18. Peraturan  Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000  tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3980); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

108, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3981); 

20. Peraturan... 



 
 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE 

 dan  

BUPATI SIMEULUE 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN 

SIMEULUE NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 

30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 

2012 Nomor 30) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 6 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 

kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. 

 

(2) Jumlah... 



 
 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan 

jasa pengawasan dan pengendalian menara 

telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan 

dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja 

Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 8 
 

(1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya 

penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait 

kegiatan pengawasan dan pengendalian menara 

telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan 

Belanja Barang Habis Pakai. 

(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan 

memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh. 

(3) Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑃𝑀𝑇 =
𝐾𝐽𝑀 + 𝐾𝐽𝑇

2 𝑥	𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 

Keterangan : 

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

KLM   = Koefisien Jenis Menara 

KJT    = Koefisien Jarak Tempuh 

(4) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

a. Koefisien..... 



 
 

a. Koefisien Jenis Menara 

No. Jenis Menara Nilai Koefisien 

1 Menara 4 kaki 1.1 

2 Menara 3 kaki 1.0 

3 Menara Pole 0.9 

 Jumlah 3.0 
 

b. Koefisien Jarak Tempuh 

No. Lokasi/Kawasan Menara Nilai Koefisien 

1 Jauh: 

a. Kecamatan Alafan 

b. Kecamatan Simeulue Barat 

c. Kecamatan Salang 

d. Kecamatan Simeulue Cut 

e. Kecamatan Simeulue Tengah 

f. Kecamatan Teluk Dalam 

1.1 

2 Sedang : 

a. Kecamatan Teupah Barat 

b. Kecamatan Teupah Selatan 

c. Kecamatan Teupah Tengah 

1.0 

3 Dalam Kota : 

a. Kecamatan Simeulue Timur 

0.9 

 Jumlah 3.0 

 

(5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

sebesar Rp. 2.195.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan 

Puluh Lima Ribu Rupiah) per menara per tahun. 

(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditinjau 

kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian. 

(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
 

Pasal II 
 

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten 

Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi masih tetap belaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini. 

(2) Qanun .... 



 
 

 

(2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran kabupaten Simeulue. 

 

Ditetapkan di Sinabang 
pada tanggal  03    Juli   2017 M 

                         09 Syawal 1438 H 
             

    BUPATI SIMEULUE, 
  
 
 

   RISWAN. NS 
 

 
Diundangkan di Sinabang 
pada tanggal  03    Juli   2017 M 
                 09 Syawal 1438 H 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE, 
 
 
 
NASKAH BIN KAMAR 
 
 
LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 33 
 
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: 

(4/44/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PENJELASAN  

ATAS  

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  

NOMOR 2 TAHUN 2017  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 30 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

I. UMUM 

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting 

bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah 

penerimaan Daerah yang berasal dari retribusi Daerah dari waktu ke waktu 

senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan retribusi 

Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal 

penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. 

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Kabupaten sesuai 

ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi, pemungutan Retribusi Daerah harus 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Selanjutnya, sehubungan telah dibatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

oleh Mahkamah Konstitusi maka perlu dilakukan Perubahan atas Qanun 

Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi. 

Dalam pembentukan Qanun ini, di samping berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi Daerah, juga perlu 

memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  

Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 



 
 

3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi  

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

5. Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2002 tentang  Bangunan   Gedung  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 53); 

 

II PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal I 

Cukup jelas 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas 

 

Pasal 8 

 

 Contoh perhitungan, agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di 

daerah. 

 
DESKRIPSI BIAYA JML HARI BANYAK JUMLAH KET 

Jumlah Menara = 75 

Frekuensi Kunjungan Menara per tahun = 2 

Jumlah rata-rata kunjungan perhari = 3 menara per hari 

Keterangan : 

Misalnya : untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, untuk 

yang sedang 2-3 menara per hari dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata 

dilakukan kunjungan 3 menara per hari. 

Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (75x2)/3 = 50 hari 

1 Tim terdiri atas 3 orang 

Belanja 

perjalanan dinas 

(biaya rata-rata 

pertahun untuk 

kunjungan 

seluruh menara) 

     

Transportasi  Rp. 250.000,- 50 hari 1 Tim Rp. 12.500.000,-  

Uang Harian Rp. 100.000,- 50 hari 3 orang Rp. 15.000.000,-  

Belanja bahan 

habis pakai per 

tahun 

     



 
 

Pembelian ATK Rp. 6.000.000,-  1 Tahun Rp. 6.000.000,-  

Total belanja per 

tahun 

 

   Rp. 33.500.000,-  

Biaya rata-rata 

atau tarif 

pengawasan per 

tahun (total 

belanja dibagi 

jumlah menara) 

   Rp. 446.667,-  

Pembulatan    Rp. 447.000,-  

 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 

NOMOR 106 

 


